BABII
GADAI DAN AL-QARD

MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gadai
1. Pengertian Gadai
Secara etimologi, gadai (raAn) merupakan bentu masdar dari: »_
UAL — (A — yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. Pengertian
gadai (rahn) secara bahasa mempunyai dua makna yaitu &53 5 ‘—15-\-\5\
(tetap dan lama), yakni tetap atau berarti é}}iﬁ\ 3 Ol (pengekangan dan
keharusan).! Gadai (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si
peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan
tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan
bahwa gadai adalah jaminan utang.’
Ulama figh berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (rahn):
a. Menurut Nasrun Haroen, Gadai (rahn) adalah menjadikan
suatu(barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin
dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya
ataupun ataupun sebagainya.3
b. Menurut Sayyid Sabiq, Gadai (rahn) adalah menjadikan barang yang
mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan
hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh

atau sebagian hutang tersebut karena adany barang.

' Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah,11l (Bandung: CV Pustaka Setia,2006),159.

> Muhammad Syafi’i Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,2001), 128.
* Nasrun Haroen, Figh Muamalah(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),252.

4 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, |l (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), 187.
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c. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah:’
by e Gl A 0 5 o
Artinya: “ Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat

dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.

d. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya a/-Mugni:®
50 Lo Be) 5308 0w e SR L RS e s L)

Artinya: Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga
(nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar
utangnya kepada pemberi jaminan.

B. Objek Gadai

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka
kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan
kepadanya oleh pihak penggadai.” Marhun merupakan barang jaminan,
penyerahan marhun merupakan wasilah untuk orang yang diberikan
marhun dengan tujuan supaya orang yang marhun memberikan keamanan
kepada marhun dan supaya murtahin merasa ketika utangnya diberikan
jaminan.

Di antara syarat-syarat memegang marhun adalah:
1. Atas seijin Rahin

Ulama sepakat bahwa murtahin diperbolehkan memegang jaminan

atas seijin rahin , baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

> Muhammad Al-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj Il (t.p:t,t),121.

® Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamabh, al-mugni LI Ibni
Qudamah.., 361.

7 Ahmad Azhar Basyir, Riba Utang Piutang Dan Gadai . him.53.
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2. Rahin dan murtahinharus ahli akad
3. Murtahin harus tetap memegang rahin
Posisi objek gadai (Marhun) dalam keadaan berikut:
1. Menggadaikan barang milik orang lain
Seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain atas
seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Jika
seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang digadaikan dan
ia menyerahkannya kepada murtahin, maka dengan penyerahan ini
berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran. Jika pemilik barang
mengijinkan dan mengesahkannya maka akad rahn (gadai) itu sah,
namun jika tidak maka tidak sah.®
a. Menggadaikan barang pinjaman
Seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia
gadaikan dengan izin pemilik hal ini berartu harta adalah mutabarri’
(orang yang berderma). Namun jika pemilik harta yang meminjamkan
membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika
meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat
tersebut dan jika orang yang meminjam menyalahi batasan dan syarat
yang ditetapkan maka ia menanggung denda nilai barang yang ia pinjam

dan gadaikan itu jika mengalami kerusakan.’

® Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa adillatuhu, Abdul Hayyi al Kattani(Jakarta: Gema Insani,2011),
168.
° Ibid, 164.
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Karena dengan pelanggaran tersebut, berarti ia berubah sebagai
orang yang menggashab dan akad rahn yang ada batal dan tidak sah
sebab rahn tersebut dilakukan terhadap barang ghasaban sebagai objek
gadai (marhun). 10

b. Menggadaikan barang yang telah digadaikan.

Akad rahn ada kalanya barang yang digadaikan didalamnya
hanyalah sebagiannya atau keseluruhan. Jika barang yang digadaikan
hanya sebagian, dan sebagiannya lalu digadaikan lagi, maka hukum yang
berlaku di dalam kasus ini sama dengan hukum yang berlaku didalam
masalah menggadaikan harta al-musha’a (umum dan global)."'

Jika seorang menggadaikan barang secara keseluruhan, lalu ia ingin
menggadaikannya lagi dengan orang lain maka akad rahn yang kedua ini
tidak boleh menurut sebagian besar ulama’ karena bersinggungan
dengan hak murtahin, karena harta pada barang yang digadaikan adalah
untuknya. Akan tetapi jika murtahin pertama memperbolehkan akad
rahn yang kedua, maka akad rahn yang kedua sah, namun pergadaian
pihak murtahin yang pertama batal.

Begitu juga pergadaian murtahin batal jika barang yang ia terima
sebagai pegadaian justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang
pribadinya atas seijin pemilik barang tersebut. Hukumnya sama dengan

menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan. 2

' Ibid, 165.
"' Ibid, 170.
2 1bid, 171.
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C. Dasar Hukum Gadai
Hukum islam tentang gadai adalah boleh (jaiz) berdasarkan Al-
Qur’an, Sunnah, dan [jma’.

Dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqgarah: 283

deo
T’, s o8

D}Jﬁmv&xw QU w#ﬁﬁbg‘jmvjjﬂ&ﬁgod

< < £ &

Tl Lateal g sdugadl 1,435 Ny 45 AT 65 s sl sl

-z

//m.a.l;l)j.l.;.*.ﬁ LM)W“, Jw v_ﬁ‘;

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saks)
Menyembunyikan persaksian, dan Barang siapa yang menyembunyikanya,
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS; Al Bagarah, ayat 283)"’

Dalil Sunnabh,

Lgsﬁdb&béﬂ\rleww\y&‘d\wm\gp) Lc«u;

(M}éjw\oj))ubbw\&) /;}&\J\

“Dari ‘Aisyah ra. berkata, bahwasannya Nabi Saw. pernah memberi
makanan dari orang yahudi sampai kepada waktu yang telah ditentukan
dan beliau mengadaikannya dengan suatu baju besi”."*

Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a.,

" Departemen Agama RI, A/ Quran dan ..., 67.
* Al-Bukhory..., no 1926.
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“Rasulullah SAW menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi

di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk

memberi nafkah istri beliau”."

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah
mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi
orang yang bepergian dan tidak bepergian, dengan dalil perbuatan

Rasulullah SAW.'®

Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari, yang berbunyi:

P
3 s o8 80 W Bor o0 2 80 88 . &8 B

- 20 80. T f /_.c,/) /o})aa. /“// e//'\, ﬂ/ R }o)//: /::/a/}
jb}ﬁ]‘d\f\)\/ﬁw Jﬂ@‘&m}f&d\&d&‘dﬁ)‘)b ,Jbojgjb
ol 9y i Ung 5 U875 el o B o5 13 daddh Ly A 1)

(g

Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad bin mugqatil
mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan
kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.,
bahwasannya beliau bersabda : Kendaraan dapat digunakan dan hewan
ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai
wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan
manfaatnya.(HR. Al-Bukhari)'’

"> Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa adillatuhu..., 109.
' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah,IV (Darul Fath,2004), 188.
"7 Al-Bukhari Al-Ju’fiy, Shahih Al-Bukhari, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3, 116.
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Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini
berdasarkanpada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju
besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama
juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut
ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat
yang kaya kepada Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi
Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang
biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi
Muhammad saw, kepada mereka.'®

Ijtihad berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan
(gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang
menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (marhun) selama berada
pada pihak yang memberi piutang (murtahin). Oleh karea itu, para
fuqaha’ berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang
dengan jaminan (gadai) tanpa keluar aturan hukum Islam. Hal ini
dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan
atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang itu merupakan
hasil ijtihad para fugoha’, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat

dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai).'” Jumhur ulama’

'8 Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islam wa Adillatuhu,...,4210.
' Al-Bukhari Al-Ju’fy, Shahih Al-Bukhari...,787.
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berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun

pada waktu bepergian.*’

D. Syarat Dan Rukum Gadai
Transaksi rahn antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah
akan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai
syariah Islam. Adapun syarat Rahn (gadai) menurut jumhur ulama’, ada
beberapa syarat sahnya akad rahn yaitu berakal(dewasa), wujudnya
marhun yang dipegang sebagai jaminan oleh murtahin.”' Di samping itu
syarat-syarat lain dari rahn (gadai) yang harus dipenuhi secara hukum
figh, diantaranya adalah :
1. Persyaratan aqid
Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al ahliyah.
Menurut ulama Syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual
beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.
Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang
bodoh berdasarkan ijin dari walinya dibolehkan melakukan rahn (gadai).
Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalan rahn seperti dalam
jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk,
gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali

tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika

%% M. Sholekul Hadi, pegadaian Syariah.(Jakarta: Selemba Diniyah.2003). him.52.
*! Nasrun Haroen,Figh Muamalah. (jakarta: Gaya Media Pratama.2000).him.254.
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dalam keadaan mudarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat
dipercaya.”
2. Syarat sighat (lafal atau ucapan)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentu tertulis maupun lisan,
asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di
antara para pihak.

3. Adanya barang yang digadaikan
4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan
digadaikan (imarhun) oleh rahin (pemberi gadai) adalah:
a. Dapat di serahterimakan.
b. Bermanfaat.
c. Milik rahin (orang yang menggadaikan).
d. Jelas.
e. Tidak bersatu dengan harta lain dikuasai oleh rahin.
f. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
5. Marhunbih (utang)

Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang
memberi utang. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu dan utang itu
jelas dan tertentu.® Sedangkan rukun-rukun yang harus di penuhi saat
melakukan rahn (gadai) adalah :

a. Rahin (nasabah): Nasabah harus cakap bertindakhukum, baligh dan

berakal.

%2 Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa adillatuhu..., 111.
% Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.
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b. Murtahin (bank atau lembaga syariah): Bank atau lembaga syariah
yang menawarkan produk rahn sesuai prinsip syariah.

c. Dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahn. Dalam hal rahin tidak
mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam
waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual
(lelang) sebagai sumber pembayaran.

d. Marhun (barang jaminan) merupakan barang yang digunakan sebagai
agunan atau jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Aggunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan
pembiayaan.
b) Aggunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan
syariah.
¢) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
e) Agunan merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dibeberapa
tempat.
1) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun
manfaatnya.
Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah adalah: Ijab dari Rahin dan
qabul dari murtahin, seperti akad-akad yang lain. Tetapi akad gadai belum
mengikat kecuali setelah adanya serah terima barang yang digadaikan.

Seperti pihak Rahinberkata “saya menggadaikan barang ini kepadamu
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dengan utang saya kepadamu”, lalu pihak murtahin berkata “saya terima”,
atau “saya setuju”.*

Sementara itu selain Ulama Hanafiyyah semuanya setuju bahwa
rukun Rahn (gadai) terdiri atas shighah (ijab qabul), agid (pihak yang

mengadakan akad), marhun (barang yang digadaikan),dan marhun bih

(tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

E. Fatwa MUI Tentang Rahn (Gadai).

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
utang dalam bentuk raAn dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN
-MUV/I1I/2002 Tentang Rahn sebagai beriku:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
utang dalam untuk rahin dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya,
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seijin rahin,
dengan tidak mengurangi nilai.

3. Marhun dan manfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya

pemeliharaan dan perwatannya

' Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa adillatubu..., 111.
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4. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,

sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi

kewajiban rahin.

5. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumblah pinjaman.

6. Penjualan Marhun.

a.

Apabila jatuh tempo, Marhun. Harus, memperingatkan rahin
untuk segera melunasi utangnya.

Apabila rahin tetpa tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan.

Kelebihan hasil penjualan menjadi milik raAin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.*’

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang berupa emas

sebagai jaminan utang dalam bentuk raAn emas dengan ketentuan Fatwa

DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas sebagai

berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN

nomor: 25/DSN-MUI/IIT/2002 tentang Rahn).

* DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006),

153-154.
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2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh
penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarka pada
pengeluaran yang nyata-nyata diperlakukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad
ljarah.?

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang rahn adalah: Salah
satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat
adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat
tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip syaiah.27

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN
MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah,
diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
25/DSN-MUI/IIT/2002, Tentang Rahn.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
26/DSN-MUV/III/2002, Tentang Rahn Emas.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No.09/DSN-MUI/I11/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah.

26 11
Ibid., 155-156.

" Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Dewan Syari’ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di

Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 198.
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4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No.10/DSN-MUI/III/2000, Tentang Wakalah.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No.43/DSN-MUI/II1/2004, Tentang Ganti Rugi.”®
Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab

keberadaanya sering dilegitimsi lewat peraturan perundang-undangan

oleh lembaga pemerintah,sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi
syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara Dewan Pengawas Syariah
dan DSN karena anggota Dewan Pengawas Syariah direkomendasikan
oleh DSN. “keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan,

DPS harus merujuk pada fatwa DSN”. Adapun kedudukannya adalah:

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari majelis ulama
Indonesia.

2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen
keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan
atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi,
dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI

untuk masa bakti 4 (empat) tahun.”’

%8 zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.
29 .
Ibid., 10.
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Sementara itu ulama madzhab mendefinisikan rahn sebagai berikut:
1. Madzhab Maliki
Menurut madzhab Maliki rahn adalah harta yang dijadikan oleh
pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, harta tersebut
bukan saja berupa materi namun juga berupa manfaat. Harta yang
diserahkan tersebut tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum.
Misalnya menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan
dari jaminan sawah adalah sertifikatnya’’.
2. Madzhab Hanafi
Menurut madzhab Hanafi Rahn adalah menjadikan suatu barang
sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai
pembayar hak piutang tersebut, baik seluruh maupun sebagainya.
3. Madzab Syafi’i dan Hambali
Menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali rahn adalah
menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan
sebagai pembayar utang apabila pembayar utang teresebut tidak bisa
membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini hanya

sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

4. Menurut Al - Bujairami

** Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa adillatuhu, Abdul Hayyi al Kattani(Jakarta: Gema
Insani,2011), 168.
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Adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang
berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda
kepercayaan saat hutang sulit dibayar.

5. Menurut wahbah Az-Zuhaili

Rahn adalah menehan sesuatu dengan hak yang memungkinkan

untuk mengambil manfaat darinya.

F. QOARD
1. Pengertian Qard

Al-qard dalam bahasa indonesia dikenal dengan utang-piutang.
Secara bahasa al-qard berarti ¢3=53\ (potongan), dikatakan demikian karena
al-gard merupakan potongan dari harta mugrid (orang yang membayar)
yang dibayarkan kepada mugqtarid (yang diajak akad gard).’'

Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar berbeda
pendapat dalam mendefinisikan al-gard.

a. Menurut Hanafiyyah, definisi gard adalah sebagai berikut.

3. m o5 o 2
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Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk
kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain.

Qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta

3! Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.
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kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang
diterimanya.*?
b. Menurut Hanabillah, definisi gard adalah sebagai berikut.

- ° 7 0-
37, . 35
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Qard adalah memberikan harta kepada orang memanfaatkannya
dan kemudian mengembalikan penggantinya.*?

c. Menurut Malikiyyah, definisi gard adalah pembayaran seseorang
kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan
tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan
pembayaran.>

d. Menurut Syafi’iyyah, definisi gard adalah sebagai berikut.

Lo L s e Gl
Qard dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan
kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).*

e. Menurut sayyid sabiq, definisi gard adalah sebagai berikut.
o 6 e G0 ¥ o A1 2 20D e DD 8 0

Al-qgard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid)

kepada penerima utang (mugqtarid) untuk kemudian dikembalikan

32 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 273.

* Ibid., 273.

** Habib Nazir, Muhammad Hasanudin, Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankkan Syariah (t.tp:Kaki
Langit, 2004), 479

3% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,... 274.
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kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu
membayarnya.*®

Selain definisi diatas, terdapat definisi lain yang mengartikan gard
sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang
kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan
memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa
harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima utang wajib
mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi utang dengan
barang sepadan yang dipinjamkannya.’’

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gard
(utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh mugrid (pemberi
pinjaman) kepada (mugtarid) (penerima pinjaman), dimana mugtarid akan
mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan
dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

1. Dasar Hukum A4/-Qard (utang-piutang).

Al-qard merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah
dan rosulnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qurian..”® Dari sisi
mugqrid (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada
umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang
membutuhkan dengan memberikan utang. Dari sisi muqgtarid (orang

yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan

3 Ibid., 273.
*7 Helmi Karim, Figih Mu’amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.
3% Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 274.
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dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk
memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang
diterimanya.”

Dasar hukum dari hutang piutang dapat kita temukan dalam Al-
Qur’an, hadits dan ijma’.
a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam suratal-hadid ayat 11 :

~ . £
|
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Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman ini untuknya, dan

diaakan memperoleh pahala yang banyak.40 (QS. al-Hadid [57]: 11).

Firman Allah dalam surah at- Taghabun 17:
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Jika kau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah
akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu.
Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.*' (QS. at-Taghabun
[64]: 17)
b. Hadits

Islam menempatkan hadits sebagai dasar hukum kedua setelah al-

quran. la juga menjadi penjelas atas ayat-ayat al-Quran yang

pembahasannya masih bersifat global.

9 Ibid., 275.
“ Tbid., 902.
I bid., 942.
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Dalam hal hukum utang-piutang, ada beberapa hadist yang menjadi

dasar hukum gard antara lain, Nabi Saw.. bersabda:
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Khalaf Al
Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya’ la berkata, telah
menceritakan kepada kami Sulaiman Bin Yasir dari Qais Bin Rumi ia
berkata, “Sulaiman Bin Udzunan meminjami Algamah seribu dirham
sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu telah yang ditentukan
habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Algamah pun
membayarnya. Namun seakan-akan Algamah marah hingga ia berdiam
diri selama beberapa bulan. Kemudian Algamah datang kembali
kepadanya dan berkata, “Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu
yang telah engkau berikan kepadaku dulu. “ Sulaiman menjawab,
Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung
milikmu yang tertutup itu. “Ia pun datang dengan membawa kantung
tersebut kemudian Sulaiman berkata. “ Demi Allah, sesungguhnya itu
adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku,
aku tidak merubah dirham itu sedikitpun. “Alqamah berkata, “Demi
Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?” ia menjawab,

“Karena sesuatu yang aku dengar darimu.” Ia bertanya,” apa yang
kamu dengar dariku?”ia menjawab,” Aku mendengarmu menyebutkan
dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim member pinjaman kepada
orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata,
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"Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku". (Ibnu Majah -
2421).%

c. [jma’

Hukum utang-piutang juga berdasarkan ijma’ ulama’, yaitu para
ulama’ telah menyepakati bahwa utang-piutang boleh dilakukan.
Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang
memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam
meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan
manusia.

Hokum ini telah diperkuat juga oleh hadist:
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Artinya: “abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah Saw.. Telah bersabda,
‘barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari
kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari
kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran
kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan member kelonggaran
baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang
muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan
Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau
menolong saudaranya. (HR. Muslim).

* Aplikasi Hadith Lidwah Pustaka, Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah , No.2421.
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Meskipun demikian, para ulama Hanabillah berpendapat bahwa
sedekah lebih utama dari pada gard, dan tidak ada dosa bagi orang yang

dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.*’

2. Rukun dan Syarat Qard

a. Rukun Utang Piutang (Qard)

Dalam rukun gard diperselisihkan oleh para fugaha. Menurut
Hanafiyah, rukun gard adalah 7jab dan gabul. Sedangkan menurut jumhur
fugaha, adapun rukun gard adalah:

1) ‘agid (su.), yaitu mugrid (nasabah) dan mugtarid (lembaga

keuangan syariah.

2) Ma’qud ‘alaih (sk« i), yaitu uang atau barang, dan
3) Sighat (=), yaitu ijab dan gabul.

Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya Fikih Muamalah (Klasik
dan Kontemporer ). Rukun gard ada empat yaitu:
1) Pemilik barang (mugrid).
2) Yang mendapat barang atau peminjam (mugqtarid).
3) Serah terima (#jab gabul).
4) Barang yang dipinjamkan (gard).**

b. Syarat Qard

* Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, jilid 4,... 375.
* Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

179.
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Dari rukun utang-piutang di atas, terdapat beberapa syarat sah
utang piutang, yaitu:

1) agid (Subjek Hukum)

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat
langsung sebagai ‘agid atau subyek hukum, yaitu pemberi utang (muqrid)
dan orang yang berutang (mugqtarid).

Menurut Sayyid Sabiq, syarat orang yang melakukan akad (utang-
piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang
berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang
mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih)
melakukan akad utang piutang adalah tidak sah hukumnya.*

Sedangkan menurut Shafi’iyah, syarat untuk mugrid antara lain:*°

a) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru’
b) Mukhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtarid disyaratkan harus memiliki ahliyah
atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan
tidak mahjur “alaih.”’

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat

‘aqid (subyek hukum) dalam transaksi utang piutang adalah:
a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu

menggunakan akalnya secara sempurna.

* Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 131.
% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muvamalat..., 278.
47 11

Ibid.
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b) Cakap (tabarru’), yaitu orang yang mampu
melepaskan  hartanya dan mempertimbangkan
manfaatnya.

c) Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang
terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang
lain.

Ketiga syarat tersebut berdasarkan hadith Nabi Muhammad Saw.

yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Aisyah:
90 Lo o ) 06 2 e el 0 G D () e
B A TR B D B B a0
Artinya: “dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:

bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang

tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak

kecil sampai baligh”.**

2)  Ma’qud ‘alaih (obyek hukum)

Dalam hal ini ma’qud ‘alaih adalah benda-benda yang dijadikan
akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa
berbentuk harta benda seperti barang dagangan, atupun manfaat dari
barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa-menyewa.*

Syarat-syarat obyek utang piutang atau Ma’qud ‘alaih adalah:

a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau
jumlahnya.

b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk

* Abu Daud, Sunan Abu Daud Juz 2, 43.
* Dimyauddin Djuwaini, engantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 56.
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hewan.
¢) Pinjaman (al-gard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki
sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.*
Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek utang-piutang adalah
uang. Untuk itu, obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan,
penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
b) Dapat dimiliki.
¢) Dapat diserahkan kepada pihak yang beruang.
d) Telah ada pada waktu perjanjian.”’
3) Sighat (ljab Qabul)

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu,
akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya 7jab dan gabul™Ijab gabul
merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang yang keduanya
dinamakan sighat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang
dan gabul adalah penerimaan dari pihak berutang.

Terkait dengan 7jab dan gabul, para ulama menetapkan tiga syarat

didalamnya, yaitu:

% Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., 179.

> Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah, (Y ogyakarta: 2000), 38 .
52 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 278.

3 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah. .., 52.



45

a) Ijab dan gabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak
yang melakukan akad.

b) Antara jjab dan gabulharus sesuai

c) Antara jjab dan gabul harus bersambung dan berada di tempat yang
sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah
diketahui oleh keduanya.

Sighat 7jab bisa dengan menggunakan /afaz gard (utang atau
pinjam) dan salaf (utang), atau dengan /afaz yang mengandung arti
kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan
ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya’.
Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma,
melainkan pemberian utang yang harus dibayar.’* Zjab gabul juga tidak
harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula
dengan isyarat bagi orang bisu.

Disamping syarat-syarat di atas, al-gqard dianggap sempurna
apabila harta sudah ada ditangan atau diserahterimakan kepada penerima
utang. Syarat ini disebut gard’

3. Berakhirnya utang piutang

Berakhirnya utang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah
dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi
utangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya

secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk

> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muvamalat..., 279.
55 Abdul Azziz Muhammad Azzam, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 256.
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menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa
adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah
disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas
dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak
didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya

mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling

mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.’®

Hal ini sesuai al-Quran surah al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian.dan Barangsiapa yang menyembunyikannya,
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.’” (QS. al-Baqarah [2]: 283)

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan
utang-piutang saling percaya karena sangka baik, pemberian dengan

ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah

°% Shaleh, Ayat-Ayat Hukum, (Bandung,: CV. Diponegoro, 1993), 106.
*7 Departemen Agama, A/-Quran dan terjemah... 71.
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ditentukan. Oleh karenanya, jika utang terbayarkan, maka berakhirlah
perjanjian utang-piutang itu.
4. Utang Piutang dengan Syarat
Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah

diperbolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana kaidah:

4
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Asal sesuatu (muamalah) adalah boleh, sehingga ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.”®

Pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan
untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad
sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak.”® Akan tetapi
syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh jika
bertentangan dengan al-Qur’an dan hadith.*

Syarat yang berkaitan dengan figh muamalah sendiri dinamakan
syarat ja'li, yakni syarat-syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan
perikatan dan dijadikan tempat tergantung dan terwujudnya perikatan.
Misalnya seorang pembeli membuat syarat bahwa dia mau membeli
sesuatu barang dari penjual dengan syarat boleh mengangsur. Jika syarat
ini diterima oleh penjual, maka jual beli tersebut dapat dilaksanakan.
Syarat ja7i bisa diadakan untuk menambah kesempurnaan suatu

perikatan, yakni ketiadaan syarat tidak menyebabkan gagalnya perikatan

*® Fatwa, Achmad Fajriddin, dkk., Usul Figh dan Kaidah Fighiyah, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2013)
* Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Jami’u al-Figh, juz 4, (Riyad : Dar al-Wafa’, 2005), 108.
60 71
Ibid, 110
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tersebut akan tetapi hanya menjadikan kurang sempurna. Dan syarat ja'/i
itu bisa juga diadakan untuk menetapkan sahnya sebuah perikatan, yakni
bila tidak ada syarat tidak akan terwujud suatu perjanjian.”’ Sehingga
yang diharapkan dalam berlansungnya suatu akad sampai berahirnya akad
tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara
sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridoan dari semua pihak dan
terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

Utang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi jumlah
yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang
berhutang, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar utang. Jika
pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi utang atau telah menjadi
perjanjian dalam akad utang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi
utang untuk mengambilnya.®

Sebagaimana dalam sebuah hadith:
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Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah
menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan

%! Miftahul Arifin, Faishal Haq, Ushul Figh, (Surabaya : Citra Media, 1997), 53.
52 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 96.
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kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar
dari Abu Rafi' mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang unta
muda kepada seseorang, kemudian orang tersebut dating kepada
beliau menuntut unta mudanya, lalu dibawakan unta dari sedekah.
Abu Rafi' berkata; Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
menyuruhku untuk membayar unta muda kepada orang itu. Aku
berkata; Aku tidak mendapati untanya kecuali unta muda berumur
empat tahun. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
mengatakan: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia
adalah orang yang paling baik dalam membayar (hutang atau
pinjaman)." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (Tirmidzi -
1239).%

Dalam utang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi

jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari

yang berhutang.® Ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
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Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka
hukumnya riba”.

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan
penambahan.”®Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau
mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur’an, As-
Sunnah, dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam
bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan

pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman

® Aplikasi Hadith Lidwah Pustaka, Dalam Kitab Tirmidzi No.1239.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 96.

% Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Figh Muamalat dijelaskan, kaidah ini menurut Sayyid
Sabiq adalah kaidah yang shahih, meskipun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Hadis
yang berkaitan dengan masalah ini adalah hadis dari Ali yang sanadnya gugur, memang ada
syahid (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fudhalah bin ‘Ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian
syahid (penguat) lain mauquf dari Abdullah bin Salam dalam riwayat al-Bukhari. Lihat: Ahmad
Wardi Muslich, Figh Muamalat hlm. 281, lihat juga: Sayyid Sabiq juz 3 hlm. 184.
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adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan
mencari kompensasi atau keuntungan.®®
5. Fatwa DSN MUI Tentang A/-Qard

Dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-gard
dalam ketentuan umum salah satunya’ yaitu LKS dapat meminta jaminan
kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Maka dari itu pula pihak
koperasi tidak menerima adanya barang jaminan untuk utang piutang.
Akan tetapi bukan berarti hal tersebut bukan tanpa masalah, tentunya
akan sangat beresiko bagi keberlangsungan keuangan pihak koperasi

apabila terjadi pelanggaran perjanjian utang-piutang (a/-qard).

5 Muhammad Washito,Lc, “eduy) 4iill & = il 2lSal / Keutamaan Dan Bahaya Hutang Piutang
Menurut Pandangan Islam”..., diakses pada 17 Mei 2017.



